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RINGKASAN
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Yudistira Bayu Budjang, S.H.!, Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,
S.H., M.Hum.?, Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.}

Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 103 Halaman

Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah antara para pihak dapat dilakukan melalui akta
di bawah tangan atau dapat pula dilakukan melalui suatu akta yang dibuat
dihadapan Notaris. Akta pengikatan jual beli tanah dalam prakteknya sering
dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, sehingga Akta
Pengikatan Jual Beli merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian
yang sempurna. Hal ini dimaksudkan oleh para pihak untuk lebih memberikan
perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Karena
Notaris dalam membuat akta tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak
secara obyektif. Dalam praktiknya, apabila dampak terkait PPJB tidak selesai
adalah kuasa untuk menjual tidak dapat terbit karena pembayaran belum
diselesaikan atas keterlambatan yang dilakukan Pihak Pertama, sehingga Pihak
Kedua dapat membatalkan perjanjian secara sepihak sesuai dengan yang tertera
dalam akta PPJB serta Pihak Pertama berkewajiban untuk seketika dan sekaligus
mengembalikan seluruh uang yang sudah diterima dari Pihak Kedua tanpa bunga.
Apabila terjadi hal tersebut sampai mana kewenangan yang dimiliki oleh Notaris.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai
tanggung gugat Notaris dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terkait
tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran dan akibat hukum bagi
notaris terkait salah satu pihak yang tidak membayar denda atas keterlambatan
pembayaran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
sistematik hukum, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan
tertentu atau hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang
digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
peraturan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan kasus (Case
approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Untuk
menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum
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primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan
langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif.
Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode
Perspektif Analisis.

Tanggung gugat notaris dalam akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terkait
tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran adalah notaris harus
mengikuti proses hukum yang berjalan jika permasalahan yang terjadi merupakan
masalah besar dan hingga ke ranah pengadilan, dengan berdasarkan izin dewan
kehormatan notaris. Salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada pihak pembeli
yang terlambat melakukan pembayaran secara berkala, adalah dikenakan sanksi
denda yang telah lazim ditemukan dalam sebuah perjanjian. Namun jika
permasalahan tersebut masih bisa diatasi tanpa menempuh jalur pengadilan,
notaris bertanggungjawab untuk menjadi penengah antara para pihak dan tetap
berdasarkan perjanjian yang disepakati. Karena itulah, pada saat membuat kontrak
yang dituangkan dalam Akta PPJB, notaris harus memastikan keseluruhan isi
kontrak dan jalan keluar serta konsekuensi jika terjadi masalah.

Akibat hukum bagi notaris terkait salah satu pihak yang tidak membayar denda
atas  keterlambatan pembayaran ialah notaris tidak dapat diminta
pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari
pembuatan akta maupun persiapan dan pelaksanaannya sepanjang bantuan yang
diberikan notaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN dan Peraturan
Perundang-undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar. Dengan
demikian, tanggung jawab notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
yang dibuatnya adalah sebatas pada bagian awal akta/kepala akta dan bagian
akhir/penutup akta, dan tanggung jawab penuh terhadap isinya. Mengenai
Sengketa yang terjadi para pihak tersebut, diluar dari kewenangan Notaris
termasuk adanya tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran atas
Pengikatan Perjanjian Jual Beli.

Vi
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ABSTRAK
Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Pembuatan Akta Perjanjian, Denda

Dalam praktiknya, dampak terkait PPJB tidak selesai adalah kuasa untuk menjual
tidak dapat terbit karena pembayaran belum diselesaikan atas keterlambatan yang
dilakukan Pihak Pertama, sehingga Pihak Kedua dapat membatalkan perjanjian
secara sepihak sesuai dengan yang tertera dalam akta PPJB. Apabila terjadi hal
tersebut sampai mana kewenangan yang dimiliki oleh Notaris. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung gugat Notaris
dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terkait tidak membayar denda
atas keterlambatan pembayaran dan akibat hukum bagi notaris terkait salah satu
pihak yang tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran. Metode
penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Tanggung gugat notaris dalam akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terkait
tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran adalah notaris harus
mengikuti proses hukum yang berjalan jika permasalahan yang terjadi merupakan
masalah besar dan hingga ke ranah pengadilan, dengan berdasarkan izin dewan
kehormatan notaris. Namun jika permasalahan tersebut masih bisa diatasi tanpa
menempuh jalur pengadilan, notaris bertanggungjawab untuk menjadi penengah
antara para pihak dan tetap berdasarkan perjanjian yang disepakati.

Akibat hukum bagi notaris terkait salah satu pihak yang tidak membayar denda
atas  keterlambatan pembayaran ialah notaris tidak dapat diminta
pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari
pembuatan akta maupun persiapan dan pelaksanaannya sepanjang bantuan yang
diberikan notaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN dan Peraturan
Perundang-undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar. Mengenai
Sengketa yang terjadi para pihak tersebut, diluar dari kewenangan Notaris
termasuk adanya tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran atas
Pengikatan Perjanjian Jual Beli.
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NOTARY’S AUTHORITY IN THE MAKING OF BINDING PRE-SALE
AGREEMENT DEED RELATED TO ONE OF THE PARTIES DOES
NOT PAY FINE OF LATE PAYMENT
By
Yudistira Bayu Budjang' , Abdul Halim Barkatullah 2, Mulyani Zulaeha?
Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 103 pages

ABSTRACT
Keywords: Notary’s Authority, Making of Agreement Deed, Fine

In practice, the impact of Binding Pre-sale Agreement (PPJB) which is not finished
is the power to sell cannot be issued because the payment has not yet been settled
due to the lateness of the First Party, so the Second Party can cancel the agreement
unitarily with the fine stated in the PPJB deed. In case such matter occurs, how far
is the authority possessed by the Notary? The objective of this research are to study
and analyze the Notary’s liablity in Binding Pre-sale Agreement (PPJB) ralated to
no payment of fine upon late payment and the legal consequence for the Notary
related to one of the parties who does not pay fine of late payment. Method of this
research is normative legal research, using statute approach, case approach, and
conceptual approach. Notary’s liablity in Binding Pre-sale Agreement Deed (PPJB)
ralated to no payment of fine due to late payment is the Notary must follow the
ongoing law process, if the occuring problem is big problem and taken to the court,

based on the permit of Notary Honorary Council. But if the said problem still can
be overcome out of court, Notary is responsible to become mediator between the
parties, and remains based on the agreement which has been made by concensus.
The legal consequence for the Notary related to one of the parties who does not pay
fine of late payment is the Notary cannot be held liable upon the loss for the loss
arising from the making of the deed and the preparation and implementation as
long as the assitance provided by the Notary has been performed in conformity with
the provisions of Notary Position Act and other regulation within the limits of
reasonable accuracy. With regard to the disputes occuring between the parties, it is

beyond the Notary’s authority, including no payment of late payment fee upon the
Binding Pre-sale Agreement (PPJB).
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